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PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN                                 TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH                                            BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA
OLEH : ANTON SURYADI

Pendahuluan 



Didalam pemberian pinjaman, perbankan harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat termasuk resiko yang harus dihadapi atas pengembalian kredit. Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, perbankan harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha Debitur. Agunan merupakan salah satu unsur jaminan kredit agar perbankan dapat memperoleh tambahan keyakinan atas kemampuan Debitur untuk mengembalikan utangnya.



Yang dimaksud dengan Jaminan dalam arti luas adalah jaminan yang bersifat materil yaitu benda yang berwujud misalnya bangunan, tanah, kendaraan, perhiasan, surat berharga maupun yang bersifat immaterial yaitu jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya misalnya jaminan perorangan (borgtocht) 
.


Dari sifat dan wujudnya benda menurut hukum dapat dibedakan atas benda bergerak (roerende goederen) dan benda tidak bergerak (onroerende goederen), benda bergerak adalah benda yang dapat dipindah, misalnya kendaraan bermotor, inventaris dan sebagainya, barang tidak bergerak adalah suatu benda atau barang yang tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan secara fisik, yaitu misalnya tanah dan bangunan, pekarangan dan apa yang didirikan diatasnya, pohon dan tanaman ladang
.




Pemberian jaminan dari Debitur kepada Kreditur menimbulkan 2 (dua) sifat hak jaminan yang dikenal secara umum, yaitu:


1.
Hak jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan 
oleh Debitur kepada Kreditur, tanpa memberikan hak saling 
mendahului (konkuren)  antara kreditur yang satu dengan 
kreditur lainnya.


2.
Hak jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan yang diberikan 


oleh Debitur kepada Kreditur, dengan memberikan hak 
mendahului  dari kreditur lainnya,  sehingga  ia  berkedudukan 



sebagai kreditur privillege (preferent).




Menurut pasal 4 Undang-undang No.4 tahun 1996 tanggal 9 April 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang berkaitan Dengan Tanah  (“UUHT”) Tanah yang dapat dijadikan jaminan adalah
:


1.
Tanah Hak Milik


2.
Tanah Hak Guna Usaha (“HGU”)


3.
Tanah Hak Guna Bangunan (“HGB”)


4.
Tanah Hak Pakai atas tanah Negara





Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tetang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda, Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.


Ciri-ciri Hak Tanggungan
 :

a.
Memberikan kedudukan diutamakan (preferent) kepada 
Krediturnya;

b.
Selalu mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut 


berada (droit de suite);

c.
Memenuhi asas spesialitas dan publisitas;

d.
Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya;

e.
Tidak dapat dibagi-bagi;

f.
Bersifat accessoir/merupakan ikatan pada perjanjian pokok yakni 

perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum hutang-piutang.


SKMHT merupakan akta yang bersifat pemberian kuasa oleh pemilik tanah/bangunan kepada Kreditur untuk melakukan pembebanan Hak Tanggungan atas tanah/bangunan yang dijadikan jaminan utang, pada dasarnya SKMHT bukanlah pengikatan jaminan, tetapi hanya sekedar kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan dan karenanya Kreditur belum mendapatkan hak-hak yang seluasnya
.


Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam SKMHT (pasal 15 UUHT) adalah
:

1.
Hanya diperkenankan dalam keadaan khusus, yakni apabila
pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir sendiri di hadapan 
PPAT untuk membuat APHT;

2.
Harus berbentuk Akta Notaril yang dibuat oleh Notaris/PPAT;

3.
Isi SKMHT hanya memuat perbuatan hukum membebankan Hak 


Tanggungan;


4.
Tidak memuat kuasa substitusi;


5.
Tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab 
apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan 
atau karena telah habis jangka waktunya;


6.
Jangka waktu berlakunya:



a.
Untuk tanah yang sudah terdaftar : 1 bulan



b.
Untuk tanah yang belum terdaftar : 3 bulan;

SKMHT untuk menjamin pelunasan Kredit Usaha Kecil, berlaku sampai saat berakhirnya masa perjanjian pokok.




Namun kebanyakan masyarakat tidak memahami tentang hak tanggungan dan mengenai isi dari perjanjiannya, misal dalam suatu perjanjian berisi ” segala sesuatu yang berdiri, tumbuh dan tertanam diatas tanah tersebut yang karena sifat, maksud dan peruntukannya menurut hukum dapat dianggap sebagai benda tetap, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari ”, jadi masyarakat pada umumnya yang penting dapat kredit dan cicilan ringan, sehingga tidak memperdulikan apa yang akan terjadi dikemudian hari.



Padahal dalam perjanjian itu berisi pihak perbankan dapat mengambil alih atau melelang dari setiap bagian harta benda baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari atau kekayaan yang dapat dijual contoh dalam klausul yang dibuat perbankan ” pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua, yang sebagaimana pihak kedua mempunyai kuasa penuh terhadap jaminan dan pihak pertama tidak dapat mengubah bentuk dari jaminan tersebut terkecuali dapat menambah nilai jaminan dan prsetujuan dari pihak kedua”, hal ini jelas lebih menguntungkan bagi pihak perbankan.



Dengan kemudahan memperoleh kredit seperti itu maka mudah pula menimbulkan masalah yang disebabkan oleh pemilik sertipikat maupun debitur, masyarakat terlalu menyepelekan dan tidak mengindahkan aturan yang ada sehingga Pihak Bank tidak segan-segan untuk melelang jaminan sertipikat hak atas tanah tersebut. sehingga muncul masalah baru yang yang berdampak besar bagi pemilik Debitor, maka apabila pihak pertama (debitur) tidak mampu memenuhi sejumlah tanggungannya maka pihak kreditur (bank) akan menyita bahkan melelang jaminan tersebut walaupun Pihak Pertama tidak mengijinkan.


Proses Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Hak Milik Atas 


Tanah




Secara umum prosedur pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yang diajukan calon debitur kepada kreditur, yang dalam hal ini adalah pihak bank yaitu dengan melalui tahap sebagai berikut:
1. 
Calon debitur mengajukan permohonan kredit dan
menyerahkan   


berkas-berkas   yang   diperlukan   dan    telah ditentukan pihak 
bank dalam pengajuan kredit;


2.
Calon debitur mengisi formulir permohonan kredit yang telah
disediakan  oleh  pihak  bank.  Setelah  formulir  diisi  dengan
lengkap  dan  benar,  formulir  tersebut  kemudian  diserahkan
kembali kepada bank;


3.
Pihak bank kemudian melakukan analisis dan evaluasi kredit
atas  dasar  data yang  tercantum  dalam formulir permohonan
kredit tersebut.  Tujuan analisis  ini  adalah untuk memastikan
kebenaran    data    dan   informasi    yang    diberikan    dalam
permohonan  kredit.  Selain  itu,  hasil  analisis  dan   evaluasi
kredit   ini   digunakan   sebagai   dasar   pertimbangan  akan
diterima atau ditolaknya permohonan kredit tersebut; 


4
Apabila terhadap hasil analisis dan evaluasi kredit calon              
debitur  dinyatakan layak oleh pihak bank  untuk memperoleh 
kredit,   maka   kemudian  dilakukan  negosiasi  antara  kedua 
belah  pihak,  yaitu  pihak  bank  dan  calon debitur. Negosiasi 
kredit  ini  antara  lain  mengenai  maksimal  kredit  yang  akan
diberikan,    keperluan   kredit,    jangka   waktu   kredit,   biaya 
administrasi, denda, bunga dan sebagainya;


5
Apabila   telah  terjadi  kesepakatan  antara kedua belah pihak 
maka   dilakukan   penandatanganan   perjanjian  kredit   yang 
berupa  surat  pengakuan hutang dengan pengikatan jaminan, 
dalam hal  ini  berupa jaminan  Hak  Tanggungan,  dihadapan 
PPAT dan pejabat bank;


6
Setelah  dilakukan  pengikatan  jaminan Hak Tanggungan dan 
PPAT   telah   memberikan   keterangan bahwa  calon  debitur 
dinyatakan telah memenuhi persyaratan, baru kemudian bank 
merealisasikan kredit kepada calon debitur13.  

Pengikatan Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Hak Milik Atas 


Tanah




Pengikatan jaminan Hak Tanggungan yang dilakukan dalam perjanjian kredit yang dimaksud di sini adalah melalui proses pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana telah ditentukan dalam UUHT yaitu melalui dua tahap berupa:



a.
Tahap    pemberian   Hak   Tanggungan   yang   dilakukan   di 

 


hadapan PPAT;



b. 
Tahap   pendaftaran   Hak   tanggungan   yang   dilakukan  di 


Kantor  Pertanahan  Kabupaten   atau  Kota setempat,   yang  

merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan.




Menurut Pasal 1 angka 4 UUHT disebutkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa pembebanan Hak Tanggungan. Dalam penjelasan umum angka 7 dijelaskan pula bahwa dalam kedudukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 4, maka akta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik.
Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan Terhadap Hak Milik Atas 


Tanah




Menurut Pasal 13 UUHT, pamberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah penandatanganan APHT. PPAT wajib mengirimkan APHT yang bersangkutan dan berkas lainnya yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.



Dengan pengiriman oleh PPAT berarti akta dan berkas lain yang diperlukan itu disampaikan ke Kantor Pertanahan melalui petugasnya atau dikirim melalui pos tercatat. PPAT wajib menggunakan cara yang paling baik dan aman dengan memperhatikan kondisi di daerah dan fasilitas yang ada, serta selalu berpedoman pada tujuannya untuk didaftarkannya Hak Tanggungan itu secepat mungkin. Berkas lain yang dimaksud di sini adalah meliputi surat-surat bukti yang berkaitan dengan objek Hak Tanggungan, dan identitas pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk di dalamnya sertipikat hak atas tanah dan/ atau surat-surat keterangan mengenai objek Hak Tanggungan. PPAT wajib melaksanakan ketentuan tersebut karena jabatannya. 


Dalam hal hak atas tanah yang dijadikan jaminan belum bersertipikat terlebih dahulu sebelum dilakukan pendaftaran Hak Tanggungan. Waktu hari ketujuh yang ditetapkan sebagai tanggal buku tanah Hak Tanggungan tersebut dalam hal yang demikian, dihitung sejak selesainya pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.


Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan Terhadap Hak Milik Atas Tanah


Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan, dalam Pasal 13 UUHT bahwa Pendaftaran dilakukan dengan membuatkan buku tanah untuk Hak Tanggungan yang didaftar dan mencatat dibebaninya hak atas tanah yang dijadikan jaminan pada buku tanah hak atas tanah yang bersangkutan.



Catatan pada buku tanah itu disalin pada Sertipikat hak atas tanah tersebut. Dengan cara membuat Buku Tanah Hak Tanggungan dan selanjutnya mencatat Hak Tanggungan yang bersangkutan dalam Buku Tanah Hak Atas Tanah yang besangkutan yang ada di Kantor Badan Pertanahan, selanjutnya menyalin catatan tersebut dalam Sertipikat  Hak Atas Tanah yang bersangkutan.



Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (2) UUHT ternyata tanggal Buku Tanah Hak Tanggungan adalah tanggal paling lambat hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh jatuh pada hari libur tanggal buku tanah yang bersangkutan diberi tanggal hari kerja berikutnya.



Kata “Paling Lambat” mempunyai arti bahwa Pengiriman APHT dan warkahnya untuk Pendaftran harus sudah terjadi sebelum atau pada hari ke-7 (tujuh) hari kerja. Hal itu berarti bahwa Pengiriman APHT dan warkahnya “Sebelum” 7 (tujuh) hari di benarkan karena tenggang waktu 7 (tujuh) hari menurut ketentuan diatas dihitung dari sejak APHT di tandatangani. 



Maka kesimpulan kita adalah bahwa ketentuan batas waktu itu boleh diberikan tanpa memandang apakah berkas-berkas atau warkah yang diperlukan untuk pendaftaran sudah diterima lengkap oleh PPAT atau belum,atau dengan perkataan lain, demi keamanan PPAT, APHT baru ditandatangani kalau semua berkas dan warkah yang diperlukan untuk pendaftaran telah lengkap semuanya19.



Hapusnya Sertipikat Hak Tanggungan Terhadap Hak Milik Atas Tanah



Hapusnya Hak tanggungan diatur dalam   Pasal 18 sampai dengan 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Yang dimaksud dengan hapusnya Hak Tanggungan adalah tidak berlakunya lagi Hak Tanggungan.


Ada 6 (enam) cara berakhirnya atau hapusnya Hak Tanggungan, keenam cara tersebut disajikan sebagai berikut:


1. 
dilunasinya hutang atau dipenuhinya prestasi secara suka rela
oleh debitur. Disini tidak terjadi cedera janji atau sengketa.


2.
debitur tidak memenuhi tepat pada waktu, yang berakibat debitur 



akan ditegur oleh kreditur untuk memenuhi prestasinya. Teguran 



ini tidak jarang disambut dengan dipenuhinya prestasi oleh 
debitur  dengan suka rela. Sehingga dengan demikian utang 
debitur lunas dan perjanjian utang piutang berakhir.


3.
Debitur cedera janji. Dengan adanya cedera cedera janji 
tersebut, maka kreditur dapat mengadakan parate eksekusi 
dengan menjual lelang barang yang dijaminkan tanpa melibatkan 
pengadilan. Utang dilunasi dari hasil penjualan barang tersebut, 
dengan demikian perjanjian utang piutang berakhir.


4.
Debitur cedera janji, maka kreditur dapat mengajukan sertipikat 
Hak Tanggungan ke pengadilan untuk dieksekusikan 
berdasarkan pasal 224 HIR yang diikuti pelelangan umum. 
Dengan dilunasi utang dari hasil penjualan lelang, maka 
perjanjian utang piutang berakhir. Disini tidak terjadi gugatan.


5.
Debitur cedera janji dan tetap tidak mau memenuhi prestasi 
maka debitur digugat oleh kreditur, yang kemudian diikuti oleh 
putusan pengadilan yang memenangkan kreditur (kalau terbukti).

Putusan tersebut dapat dieksekusi secara suka rela seperti yang 



terjadi pada cara yang kedua dengan dipenuhinya prestasi oleh 
debitur tanpa pelelangan umum dan dengan demikian perjanjian 



utang piutang berakhir.


6.
Debitur tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang 
mengalahkannya dan menghukum melunasi utangnya maka 
putusan pengadilan dieksekusi secara paksa dengan pelelangan 



umum yang hasilnya digunakan untuk melunasi hutang debitur, 
dan mengakibatkan perjanjian utang piutang berakhir.




Walaupun hak atas tanah itu hapus, namun pemberian Hak Tanggungan tetap berkewajiban untuk membayar hutangnya. Hapusnya Hak Tanggungan yang dilepas oleh pemegang Hak Tanggungan dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis, mengenai dilepaskannya Hak Tanggungan tersebut oleh pemegang Hak Tanggungan kepada pemberi Hak Tanggungan. Hapusnya Hak Tanggungan karena pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan pringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri terjadinya karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban Hak Tanggungan.




Selain itu, sebab-sebab yang menghapus Hak Tanggungan ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) UUHT. Menurut Pasal 18 ayat (1) UUHT tersebut, Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut :


1.
Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;




Karena Hak Tanggungan merupakan jaminan utang yang 
pembebanannya adalah untuk kepentingan kreditur (pemegang 
Hak Tanggungan) adalah logis bila Hak Tanggungan dapat (dan 



hanya dapat) dihapuskan oleh kreditur (pemegang Hak 
Tannggungan) sendiri. Sedangkan pemberi Hak Tanggungan 
tidak mungkin dapat membebaskan Hak Tanggungan itu.




Sesuai dengan sifat Hak Tannggungan yang  accesoir, 
adanya Hak Tanggungan bergantung kepada adanya piutang 
yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan itu. Oleh 
karena itu, apabila piutang itu hapus karena pelunasan atau 
karena sebab-sebab lainnya, dengan sendirinya Hak 
Tanggungan yang bersangkutan menjadi hapus juga.


2.
Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak 
Tanggungan;




Mengenai hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskannya 
oleh pemegang Hak Tanggungan, ketentuan Pasal 18 ayat 
(2) 
Undang-undang Hak Tanggungan menentukan sebagai 
berikut:




hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskannya oleh 
pemegangnya dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis 
mengenai dilepaskannya Hak Tanggungan tersebut                       
oleh pemegang Hak Tanggungan kepada pemberi Hak 
Tanggungan.




Hal ini pokoknya sejalan dengan ketentuan Pasal 1381 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:



Perikatan-perikatan hapus:



1.   Karena pembayaran;



2.   Karena penawaran pembayaran tunai, di ikuti dengan 




penyimpanan atau penitipan;



3.   Karena pembaruan utang;



4.   Karena perjumpaan utang atau kompensasi;



5.   Karena percampuran utang;



6.   Karena pembebasan utang;



7.   Karena musnahnya barang yang terutang;



8.   Karena kebatalan atau pembatalan;



9.   Karena berlakunya suatu syarat batal;



10.
Karena lewatnya waktu20.




Tanpa adanya pernyataan bebas dari kreditot terhadap 
debitor, maka utang debitor masih tetap harus dipenuhi oleh 
debitor kepada kreditor. Demikian pula halnya suatu Hak 
Tanggungan, tanpa adanya pernyataan pelepasan Hak 
Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan, maka Hak 
Tanggungan tidak pernah hapus.




Tampak jelas, bahwa suatu Hak Tanggungan yang telah 
diberikan sebelum dilepaskan oleh pemegang Hak Tanggungan 
tidak akan hapus dan akan terus berlaku untuk menjamin 
pelunasan utang yang masih akan ada di kemudian hari selama 
dan sepanjang perikatan pokok antara debitor dan  kreditor 
pemegang Hak Tanggungan yang (akan) lahir dari perjanjian 
antara mereka tidak atau belum dihapuskan.




Dalam konteks ini pun, untuk kepentingan praktis, maka 


pernyataan tertulis kreditor pemegang Hak Tanggungan 
mengenai maksud untuk melepaskan Hak Tanggungan harus 
disampaikan agar pencoretan Hak Tanggungan dapat dilakukan.


3.
Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan 
peringkat oleh  Ketua Pengadilan Negeri;




Mengenai hapusnya Hak Tanggungan sebagai akibat 
pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan 
peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan menurut 
ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Hapusnya Hak Tanggungan 
karena pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan 
peringkat oleh Ketua 
Pengadilan Negeri terjadi karena 
permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani Hak 
Tanggungan tersebut agar hak atas 
tanah yang dibelinya itu 
dibersihkan dari beban  Hak Tanggungan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1921.



Dari konteks rumusan yang diberikan dalam Pasal 18 ayat 
(3) Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut dapat diketahui 
bahwa hapusnya Hak Tanggungan berdasarkan penetapan 
peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri terjadi karena terdapat 
lebih dari satu Hak Tanggungan yang diletakkan atas bidang 
tanah tersebut. Selanjutnya, dari rumusan Pasal 19 Undang-
Undang  Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa:



1. 
Pembeli    objek    Hak    Tanggungan,    baik   dalam   suatu 




pelelangan  umum  atas  perintah  Ketua  Pengadilan  Negeri 



maupun  dalam jual  beli  sukarela,  dapat  meminta  kepada 



pemegang  Hak  Tanggungan  agar   benda  yang  dibelinya 



dibersihkan   dari  segala   beban  Hak   Tanggungan   yang 



melebihi harga pembelian.



2.
Pembersihan  obyek  Hak  Tanggungan   agar  benda  yang 



dibelinya itu dibersihkan dari segala beban Hak Tanggungan 



yang melebihi harga pembelian.



3.   
Apabila obyek Hak Tanggungan dibebani lebih dari satu Hak 



Tanggungan  dan tidak  terdapat kesepakatan diantara                

para  pemegang   Hak  Tanggungan     tersebut     mengenai 



pembersihan  obyek  Hak  Tanggungan   dari    beban   yang 



melebihi harga pembeliannya sebagaimana  dimaksud pada 



ayat  ( 1 )   pembeli   benda   tersebut   dapat     mengajukan 



permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang  daerah 



hukumnya   meliputi   letak  obyek   Hak  Tanggungan  yang 


bersangkutan   untuk   menetapkan   pembersihan   itu   dan 


sekaligus menetapkan ketentuan mengenai pembagian hasil 

penjualan    lelang    diantara    para   yang   berpiutang  dan 



peringkat   mereka   menurut   perundang - undangan   yang 


berlaku.



4.
Permohonan pembersihan obyek Hak Tanggungan dari Hak  




Tanggungan yang membebaninya  sebagaimana  dimaksud 


pada  ayat  ( 3 )  tidak  dapat  dilakukan  oleh pembeli benda 


tersebut,  apabila  pembelian  demikian  itu dilakukan dengan 


jual    beli    sukarela    dan   dalam   Akta   Pemberian  Hak 



Tanggungan  yang  bersangkutan  para  pihak  denga  telah 


tegas  memperjanjikan bahwa obyek Hak Tanggungan tidak 


akan dibersihkan dari beban Hak Tanggungan sebagaimana 


dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f22.


Roya/penghapusan hak tanggungan



Pengertian Roya secara umum adalah pencoretan Hak Tanggungan yang melekat pada buku tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan, karena hapusnya Hak Tanggungan yang membebani atas tanah. Permohonan Roya diajukan kepada instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN).


Hapusnya Hak Tanggungan terjadi karena peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (selanjutnya cukup disebut UUHT), yaitu sebagai berikut :

:
1.
Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
2.
Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak 


Tanggungan;
3.
Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan 


peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;

4.
Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan
.




Prosedur pelaksanaan Roya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) UU HT tentang Hak Tanggungan adalah sebagai berikut :



“Permohonan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan melampirkan sertipikat Hak Tanggungan yang telah diberi catatan oleh kreditor bahwa Hak Tanggungan hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan itu sudah lunas, atau pernyataan tertulis dari kreditor bahwa Hak Tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan itu telah lunas atau karena kreditor melepaskan Hak Tanggungan yang bersangkutan.”





Pengertian Pasal 22 ayat (4) sudah jelas dan tidak memerlukan interpretasi lagi, yaitu bahwa permohonan pencoretan (Roya) yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan :
1.
diberi catatan atau pernyataan tertulis oleh kreditur dengan 
menyebutkan keterangan pinjaman tersebut LUNAS ; atau

2.
pernyataan tertulis dari kreditur (Bank) bahwa Hak Tanggungan 


telah hapus karena lunas atau kreditur (Bank) melepaskan Hak 


Tanggungan yang bersangkutan.




Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu ditegaskan oleh bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (4) di atas, pertimbangan kreditur untuk melepaskan Hak Tanggungan tidak semata-mata karena terjadinya pelunasan pinjaman, namun dapat juga terjadi karena pelunasan sebagian untuk tujuan penurunan outstanding pinjaman debitur, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal tersebut di atas dengan kata-kata ”dilepaskan/melepaskan Hak Tanggungan”. Pelepasan Hak Tanggungan untuk tujuan yang disebutkan terakhir dalam praktek di dunia perbankan sudah menjadi suatu kelaziman.




Disamping itu, dalam peraturan hukum yang berlaku di negara kita mengatur bahwa peristiwa pelunasan kredit, yang merupakan salah satu sebab hapusnya suatu perjanjian kredit, tidak boleh dipersangkakan, namun harus dibuktikan oleh sepucuk surat/catatan dari kreditur (Bank) bahwa kredit yang diterima debitur telah lunas vide Pasal 1438 dan 1439 Kitab Undang Undang Hukum Perdata
.

Kesimpulan

Dengan berpegang pada pembahasan yang telah dikemukakan pada halaman-halaman sebelumnya, Bahwa obyek hak milik atas tanah dapat dijaminkan baik perorangan ( borgtocht ) dan badan hukum (rechts persoon) yang dapat mempunyai sesuatu hak atas tanah dapat melakukan perbuatan hukum untuk mengambil kredit dan dalam melakukan pembebanan hak tanggungan, maka harus dilakukan roya/penghapusan hak tanggungan.
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